
Klasifiksi Indeks Pembangunan Desa (IPD) 

 

Pengertian Indeks Pembangunan Desa (IPD) 

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai 

tingkat kemajuan pembangunan desa. Diperkenalkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), IPD 

berperan penting dalam membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk 

mengidentifikasi kondisi desa dalam berbagai aspek pembangunan, seperti infrastruktur, sosial, 

ekonomi, dan pelayanan publik. 

Dasar hukum dari penerapan IPD merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 

tentang Satu Data Indonesia, yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan data yang 

akurat, mutakhir, terpadu, dan akuntabel sebagai dasar perencanaan pembangunan. Selain itu, 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan pentingnya pengembangan 

dan pemberdayaan desa yang mandiri dan sejahtera, serta menciptakan keterkaitan yang kuat 

antara pengelolaan dana desa dengan pengukuran melalui IPD. 

Tujuan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 

Tujuan dari IPD adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai status 

pembangunan desa di Indonesia. Dengan adanya IPD, pemerintah dapat: 

1. Mengidentifikasi status desa dalam berbagai kategori pembangunan. 

2. Mengarahkan alokasi sumber daya dengan lebih tepat berdasarkan kondisi faktual di 

lapangan. 

3. Mendukung perencanaan kebijakan yang lebih terfokus dalam mencapai target 

pembangunan desa. 

4. Memfasilitasi evaluasi dan monitoring program pembangunan desa secara efektif. 

5. Menumbuhkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga alokasi dana desa dan 

hasilnya dapat dinilai secara obyektif. 

Fungsi Indeks Pembangunan Desa (IPD) 



IPD memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya: 

1. Sebagai indikator evaluasi perkembangan desa dalam mencapai target-target 

pembangunan. 

2. Sebagai panduan dalam pengalokasian dana desa sehingga lebih efisien dan efektif 

sesuai kebutuhan. 

3. Sebagai instrumen monitoring pemerintah untuk melihat pergerakan pembangunan 

dari waktu ke waktu, sehingga dapat menilai program yang telah berjalan atau 

merencanakan program baru. 

4. Sebagai alat komunikasi antar pemangku kepentingan baik di level pemerintah pusat, 

daerah, maupun desa. 

Manfaat Indeks Pembangunan Desa (IPD) 

Manfaat IPD bagi berbagai pihak dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah pusat: IPD membantu dalam mengidentifikasi daerah yang 

memerlukan intervensi khusus untuk meningkatkan pembangunan, sehingga 

mempercepat pencapaian target nasional, seperti Sustainable Development Goals 

(SDGs). 

2. Bagi pemerintah daerah: Mempermudah dalam penyusunan program pembangunan 

yang sesuai dengan karakteristik lokal serta memantau keberhasilan program yang sudah 

berjalan. 

3. Bagi masyarakat desa: Memungkinkan keterbukaan informasi yang lebih baik 

mengenai status pembangunan desa, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif 

dalam pembangunan. 

4. Bagi pemangku kebijakan lainnya: Memberikan data yang akurat untuk mendukung 

penelitian, pengambilan kebijakan, serta alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat desa. 

Klasifikasi Indeks Pembangunan Desa 

 



IPD mengklasifikasikan desa ke dalam beberapa kategori berdasarkan skor yang diperoleh. BPS 

mengelompokkan desa ke dalam lima klasifikasi berdasarkan tingkat pembangunan. Berikut 

adalah klasifikasi skor nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) untuk setiap kategori, yang 

mengacu pada standar yang biasanya digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai 

tingkat perkembangan suatu desa: 

1. Desa Sangat Tertinggal: Skor IPD < 50 

Desa sangat tertinggal adalah desa yang memiliki kondisi pembangunan paling rendah di 

berbagai aspek, seperti akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, dan ketahanan sosial-

ekonomi. 

2. Desa Tertinggal: Skor IPD 50 – 59.99 

Desa tertinggal memiliki prasarana dan fasilitas dasar yang minim. Meskipun ada 

beberapa kemajuan, desa ini masih memerlukan dukungan signifikan untuk 

meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. 

3. Desa Berkembang: Skor IPD 60 – 69.99 

Desa berkembang adalah desa yang mulai memiliki infrastruktur dasar dan layanan 

publik yang cukup, tetapi masih membutuhkan penguatan di beberapa aspek untuk 

mencapai kesejahteraan dan kemandirian. 

4. Desa Maju: Skor IPD 70 – 89.99 

Desa maju adalah desa dengan tingkat pembangunan yang tinggi. Desa ini sudah hampir 

mandiri, memiliki infrastruktur yang baik dan pelayanan publik yang memadai, namun 

masih bisa ditingkatkan dalam beberapa hal untuk mencapai status mandiri. 

5. Desa Mandiri: Skor IPD ≥ 90 

Desa mandiri adalah desa yang telah mencapai kemandirian dalam mengelola sumber 

daya dan layanan dasar secara mandiri, dengan infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan 

sosial yang mapan. Desa ini mampu memberikan pelayanan yang berkualitas bagi 

masyarakatnya dan memiliki ketahanan yang baik terhadap berbagai tantangan. 

Klasifikasi skor ini membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang sesuai, termasuk 

pengalokasian sumber daya dan penetapan program yang relevan dengan kondisi desa. 

 



Skor Nilai dan Indikator Penilaian Indeks Pembangunan Desa 

IPD menilai desa berdasarkan sejumlah indikator utama yang mencakup lima dimensi utama: 

1. Akses terhadap layanan dasar: meliputi ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan, 

kesehatan, air bersih, serta sarana transportasi. 

2. Kondisi infrastruktur: berkaitan dengan kondisi jalan, jembatan, sanitasi, listrik, dan 

fasilitas umum lainnya. 

3. Pelayanan dasar: berkaitan dengan ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan, 

serta dukungan sosial bagi kelompok rentan. 

4. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat: penilaian pada aspek kemiskinan, kesempatan 

kerja, dan ketersediaan lahan pertanian. 

5. Ketahanan masyarakat terhadap lingkungan: mencakup ketahanan pangan, 

pengelolaan sumber daya alam, dan kesiapan menghadapi bencana alam. 

Setiap indikator diberi bobot tertentu, dan hasil dari penjumlahan bobot tersebut menghasilkan 

nilai IPD dari desa yang dinilai. Berdasarkan nilai ini, desa akan dikategorikan dalam salah satu 

dari lima klasifikasi. 

Contoh Implementasi dan Aplikasinya 

Pada beberapa kabupaten, IPD sering kali dijadikan acuan untuk menyalurkan alokasi afirmasi 

Dana Desa atau dana tambahan bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal, guna mempercepat 

perbaikan infrastruktur, ekonomi, dan layanan publik di desa tersebut. IPD juga menjadi 

landasan bagi pemerintah dalam program desa mandiri, di mana desa yang telah mencapai skor 

IPD yang tinggi akan mendapatkan insentif untuk mempertahankan prestasinya dalam 

pembangunan. 

Kesimpulan 

IPD adalah instrumen yang vital untuk mengukur dan mengevaluasi pembangunan desa di 

Indonesia. Dengan adanya klasifikasi berdasarkan skor IPD, pemerintah dapat lebih mudah 

mengidentifikasi kebutuhan desa, mengarahkan dana secara tepat sasaran, dan memprioritaskan 



pembangunan di desa yang memerlukan perhatian khusus. Melalui penerapan IPD, diharapkan 

seluruh desa di Indonesia dapat mengalami kemajuan yang merata, menuju desa mandiri yang 

mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya mereka secara optimal, sehingga 

berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di tingkat 

nasional. 
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